SALINAN

D OUN
i

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2024 -2054

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG ,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3)
Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Lampiran Huruf K angka 1 Undang -Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur
dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tahun 2024 -2054;

Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang -undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
di Provinsi Bengkulu  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5059), sebagaimana telah diubah
dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang -Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah  terakhir dengan Undang -Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,



2.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran
Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6634);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2022
tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Provinsi Bengkulu tahun 2022 -2052;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

Menetapkan

dan
BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN

DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024  -2054 .

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kepahiang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas

Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam
system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indon esia
sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah
dan Dewan  Perwakilan = Rakyat Daerah  dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kepahiang.
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.
Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan
ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi
manusia dengan alam yang menggambarkan integritas
sistem alam dan lingkungan hidup.
Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah
upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup yang meliputi  perencanaan, pemanfaatan,
https://jdih.kepahiangkab.go.id
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pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan
hukum.

10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan
tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup,
serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun
waktu tertentu.

Pasal 2

RPPLH ditetapkan dengan tujuan:

a. mengharmoniskan pembangunan dengan kemampuan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam rangka
pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

b. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi
keberlanjutan fungsi lingkungan hidup guna menjamin
kelestarian ekosistem dan mendukung keberlanjutan
kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. menguatkan tata kelola pemerintah daerah dan kelembagaan
masyarakat untuk pengendalian, pemantauan dan
pendayagunaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan
sumber daya alam secara adil dan bijaksana, dan

d. mewujudkan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya
alam secara bijaksana dan berkelanjutan yang terukur pada
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup minimal dengan predikat
baik pada akhir ku  run waktu 30 (tiga puluh) tahun; dan

e. meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghad api
perubahan iklim  danisu lingkungan global.

Pasal 3
(1) RPPLH merupakan dasar penyusunan dokumen
perencanaan daerah.
(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat
dalam :
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi
muatannya berkenaan dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 4

(1) Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun
terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2054

(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan
kendala pelaksanaan RPPLH.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan mempertimbangkan dinami ka perkembangan
masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta
kepastian hukum.

Pasal 5
(1) RPPLH disusun dalam sebuah  dokumen dengan sistematika
sebagai berikut:
https://jdih.kepahiangkab.go.id
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Bab |  Pendahuluan.

Bab Il Kondisi Dan Indikasi Daya Dukung Dan Daya
Tampung Wilayah Kabupaten Kepahiang.

Bab Il Permasalahan Dan Target Lingkungan Hidup.

Bab IV Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Bab V Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam  Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6
Bupati mengkoordinasikan  pelaksanaan RPPLH i
lingkungan Pemerintah Daerah.
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

didelegasikan kepada perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
lingkungan hidup

Pasal 7
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam

melaksanakan RPPLH.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan :

a. pemerintah;

b. pemerintah daerah lainnya; dan

c. lembaga non pemerintah.

Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan.

Pasal 8
Bupati  melak sanakan monitoring dan  pelaporan
pelaksanaan RPPLH.
Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan  dalam rangka mengetahui capaian Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan m onitoring
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada p erangkat
daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah di bidang lingkungan hidup.
Hasil pelaksanaan monitoring oleh perangkat daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada
Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar
bagi Bupati untuk melaporkan capaian Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup kepada Gubernur.
Tata cara monitoring dan  pelaporan pelaksanaan RPPLH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

https://jdih.kepahiangkab.go.id
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Pasal 10
(1) Setiap orang, kelompok masyarakat, organisasi lingkungan
hidup, badan usaha dan/atau asosiasi pengusaha atau

profesi memiliki kesempatan yang sama dan seluas -luasnya
untuk berperan serta dalam pelaksanaan RPPLH.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan dalam bentuk:

a. pengawasan sosial;

b. pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan
pengaduan;

Cc. pendampingan tenaga ahli;

d. bantuan teknis; dan

e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

Pasal 11
Peraturan daerah ini mulai ber  laku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 21 April 2026

BUPATI KEPAHIANG ,
Ttd.
H. ZURDI NATA

Diundangkan di  Kepahiang
pada tanggal 21 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG
Ttd.

HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2026 NOMOR 62
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU
NOMOR: ( 2/ 3/ 2026 ).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kéepahiang,

—

AW~} p = =
IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIR.197810252008041001

https://jdih.kepahiangkab.go.id



https://jdih.kepahiangkab.go.id/

-6 -
PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

UMUM

Sumber daya alam dan  Lingkungan hidup sebagai suatu potensi
sumber daya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, wajib
dikembangkan dan dilestarikan agar tetap menjadi sumber daya yang
dapat menunjang kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia.
Apabila sumber daya alam dan lin gkungan hidup ini tidak dibina secara
baik, maka akan mengancam keberadaannya, sehingga dikhawatirkan
akan menimbulkan masalah lingkungan yang sangat serius. Kabupaten
Kepahiang mempunyai wilayah yang cukup luas dan memiliki sumber
daya alam yang cukup bes ar, sehingga dalam pemanfaatan potensi sumber
daya alam tersebut tentunya memerlukan perencanaan dan penanganan
secara baik agar diperoleh manfaat secara berkelanjutan.

Perencanaan yang kurang tepat dan kurang mantap dapat
menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan terhadap
sumber daya alam dan lingkungan hidup dan dapat menimbulkan
malapetaka atau bencana bagi kehidupan mahluk hidup termasuk
manusia. Dari fakta yang ada ternyata bahwa tingkat pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat dari pemanfaatan berbagai
potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan
dengan arif dan bijak serta tidak melalui perencanaan yang baik, jauh
lebih cepat dibanding dengan upaya dan kemampuan Pemerintah dan
masyarakat dalam melakukan rehabilitasi atau pemulihannya.

Penurunan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup
menyebabkan krisis yang semakin luas dewasa ini, hal ini disebabkan
antara lain karena perencanaan pembangunan lebih mementingkan
pertumbuhan ekonomi daripada ekologi. Salah satu jalan keluar yang
dipandang efektif untuk mengatasi masalah tersebut dan sekaligus
sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di masa
mendatang yaitu mengintegrasikan kepentingan lingkungan pada setiap
pengambilan keputusan pembangunan yang strategis.

Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan kebijakan yang dapat
digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan  kegiatan
pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan maupun
kegiatan masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas sumber daya
alam dan lingkungan hidup harus dapat dikendalikan. Sedangkan akibat
atau dampak negative dari kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi
alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup
harus dapat segera ditangani sec  ara terpadu dan komprehensif. Demikian
juga terhadap pelanggaran yang terjadi harus segera ditangani dengan
baik dan tegas.

Terkait dengan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan
pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya alam dan
lingkungan hidup, ketentuan Pasal 10 Ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (3) huruf
¢ Undang dUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan
Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

https://jdih.kepahiangkab.go.id
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Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang -Undang, telah mengharuskan  pemerintah
daerah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kegiatan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi,
penetapan ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan
pengelolaan lingkungan. Penyusunan  Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan: keragaman
karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi Sumber
Daya Alam, kearifan local, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat
rencana pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi pencadangan,
pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian,
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim. Dalam melakukan penyusunan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , didasarkan pada
prinsip: harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata
ruang , keberlanjutan , karateristik ekoregion, kerjasama antar daerah,
kepastian hukum , dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Peran strategis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus menjadi dasar
dan dimuat dalam RPJPD , RPJMD, dan RKPD sebagai dokumen
perencanaan daerah. Dengan kedudukannya sebagai pedoman

penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi instrumen
pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan
implementasinya. Untuk itu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup juga dilengkapi dengan penetapan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup yang menjadi acuan untuk menentukan capaian
kinerja  pemerinta h  daerah dalam menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas
https://jdih.kepahiangkab.go.id
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Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 63

https://jdih.kepahiangkab.go.id
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LAMPIRAN: :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPAHIANG

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA  PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

DOKUMEN RPPLH

DOKUMEN

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)

KABUPATEN KEPAHIANG - PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2024-2054

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN KEPAHIANG
A
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I

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

r Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054
DAFTAR ISI
KKATA PENGANTAR ....ccicincisnsinssinsnmsssssnsssssssssssissms oasains ssssssssisas sess sadasassn i
g | L o ii
DAFTAR TABEL ....ccoeeeeeieeessnsssnsssnss nnssssssss s snss snns snns smnnssssssss s sssssnsnans iv
DAFTAR GAMBAR....... ...c-cnnunssnnsnsnsssnsnnsssanssssnnssssssnssnssssnanssansasinsssnnnssnnssanss vi
DAFTAR LAMPIRAN:: ... ....cucusssissssssussussssss s sssssssssias srsssnnmbnsnsasssasass vii
BAB I. PENDAHULUAN.......ccccimmmrmmmmnnnnsnnsssssssnsssnsssnsnsnnnsssssssssssssnsssnnnnnes 1
A. Posisi dan Peran RPPLH Kabupaten Kepahiang ..........cccccvvevinnnenccnscinesienenns 1
A.1. Posisi RPPLH Kabupaten Kepahiang.........ccooeeeiriniiiiiineinieninnnnennnnnnns 5
A.2. Peran RPPLH Kabupaten Kepahiang..........ccceeeeeiiiiiiunninneenennennnnenns 7
B. Tujuan dan Sasaran RPPLH............ccccoeiiiiiicneess e 10
C.: Kerangka HUKUN «.veammmssmmssmsmsss s s s s i e v s mosaysns 11
D. PeNGEITIAN ..ot s e 13
BAB II. KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
L T — 21
A, KONIST WIlAYah ..ot s 21
A.1. Potensi dan Kondisi Lingkungan Hidup.........ccccceeeeriiimeeeenneeeeiieeeeenn. 21
23
A.2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ........ccoooeeiiiiiiiiiccnseccces 54
A3 KeJadian! BOMEANA . ussswssswsamssmsmsammus sussmess susismssis vusin axis vasisn s wnsisn s osonss 63
A.4. Kependudukan dan Kegiatannya ..........cccouuuuiiiiiiiiiiciiincccce e, 74
B. Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah...........ccccceviinininieincnnn. 78
B.1. Jasa Ekosistem berupa jasa penyedia air bersih.........cccceeveeeiiennennn. 79
B.2. Jasa Ekosistem berupa jasa penyedia pangan ...........ccccceeeeeeeineeeenn. 82
B.3. Jasa Ekosistem berupa Pengaturan Air.........ccceveeeiieiiiiiiieeiceiieeeeeee, 85
B.4. Jasa Ekosistem berupa Pengaturan IKIim .......cccceveveveeeeenieennnnnnnnnn, 88
B.5. Jasa Ekosistem berupa Pengaturan Pencegahan Bencana.................. 90
B.6. Jasa Ekosistem berupa Pengaturan Pengolahan limbah ..................... 93
B.7. Jasa Ekosistem berupa Pemeliharaan Kualitas Udara......................... 96
BAB III. PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP............ 98
A. Isu Pokok Yang Akan DiseleSaiKan ...........cccminiiiirisminsinienssmesmesssssens 98
A.1. Isu Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup ..........ccooeeeiiiiiicicinnees 98
1

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang
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Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054

A.2. Isu Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup...........ccooeeiiiiiiiiiicccccnnn. 105
B. Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup............cccccooveviininnnne 112
Bt 1., JargebKUAlEatih:. - ovuosswiswassemvmmssemvmmmssnunmisnsasmssammms e 112
B:2.-Target kuanttatif IKLH .ccmmmmnmmmnmmmsamnsmmmsmmimis i 114
BAB IV. ARAHAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP: i couvaiisamsviissismsiisssismmitsmisidii sisvivmiiss s 118
A. Strategi dan Kebijakan RPPLH ..o 119
A.1. Strategi dan Kebijakan Pemanfaatan dan Pencadangan SDA............. 122
A.2. Strategi dan Kebijakan Pemeliharaan dan Perlindungan kualitas dan/atau
Fungsi Lingkungan Hidup.......ccccceeeie i 122
A.3. Strategi dan Kebijakan Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan
dan Pelestarian Sumberdaya Alam...........coeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiieceeececeeeeee, 122
A.4. Strategi dan Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.......... 123
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BAB I. PENDAHULUAN

A. Posisi dan Peran RPPLH Kabupaten Kepahiang

Pembangunan suatu daerah merupakan bagian dari perwujudan
pembangunan nasional. Pembangunan yang dilakukan dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tetap mempertahankan
kualitas lingkungan. Tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan
masyarakat yang dapat dicapai melalui keseimbangan aspek sosial, ekonomi,
dan lingkungan. Secara konseptual pembangunan wilayah yang baik
terlaksana ketika terwujudnya pemerataan pembangunan yang dicapai melalui
ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Pemerataan, pertumbuhan ekonomi
dan berkelanjutan menjadi kata kunci pembangunan wilayah yang
memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Pembangunan yang telah dilaksanakan sudah menghasilkan banyak
perubahan, meskipun perubahan yang diinginkan belum sesuai dengan apa
yang diharapkan banyak pihak. Secara umum sebagai negara berkembang,
banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, seperti tingkat
hidup yang masih rendah, produksi bahan makanan yang belum cukup,
sanitasi lingkungan yang rendah, ekploitasi sumberdaya alam yang berlebihan,
pertambahan penduduk yang tinggi, dan berbagai masalah lingkungan
lainnya. Dengan dilakukannya pembangunan, sebagian masalah tersebut
diatas telah dapat dipecahkan; akan tetapi pembangunan juga akan
berdampak negatif pada lingkungan. Dengan adanya dampak negatif tersebut,
perlu dipertimbangkan secara matang dan tepat pembangunan yang akan
dilakukan. Pada satu pihak kita tidak boleh takut melakukan pembangunan,
karena tanpa pembangunan bangsa kita akan mundur, terbelakang, dan
marjinal. Pada pihak lain, kita harus memperhitungkan dampak negatif dari
pembangunan dan berusaha untuk menekan sekecil-kecilnya. Dengan kata
lain pembangunan yang dilakukan haruslah pembangunan berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan.
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Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah
pembangunan dengan penghematan penggunaan sumberdaya alam dengan
pertimbangan jauh ke depan. Maksudnya pembangunan yang dapat
memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan
merupakan upaya mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dengan
menggunakan sumber daya yang dimilki, namun tetap memperhatikan
kelestarian sumber daya dan lingkungan untuk generasi selanjutnya. Artinya,
pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi ruang dan waktu. Dimensi
ruang baik ruang fisik maupun sosial terkait dengan pemerataan
pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan
dimensi waktu dapat dipahami sebagai urgensi pengelolaan sumber daya demi
berjalannya pembangunan antar generasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya
keseimbangan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan
pelestarian lingkungan. Dengan kata lain pembangunan berwawasan
lingkungan adalah pembangunan dengan pendekatan ekosistem.

Upaya yang harus dilakukan dalam pembangunan agar dapat meraih
hasil yang diharapkan, adalah dengan mengoptimalkan penggunaan sumber
daya yang dimiliki dan melakukan efisiensi dan efektifitas. Sektor andalan
yang dimiliki perlu diprioritaskan untuk dikelola, akan tetapi tetap
memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan.
Pengelolaan sumber daya sekarang, tidak berarti melupakan kebutuhan
sumber daya tersebut untuk dimasa depan. Apabila sumber daya yang dikelola
tersebut adalah sumber daya yang dapat diperbaharui, maka setelah
dimanfaatkan/dieksploitasi, segera harus di perbaharui.

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) telah menjadi
filosofi dasar pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Prinsip pembangunan
berkelanjutan bukan hanya memperhatikan kesejahteraan masyarakat masa
kini tetapi juga masyarakat di masa yang akan datang. Oleh karena itu,
terdapat 3 pilar yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan, yakni

berkelanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan.
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Agar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, salah satu tahapan
pentingnya adalah penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH). Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup junto Undang-
Undang No. 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa RPPLH
adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup
serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;

sedangkan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah

a. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup;

b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;

c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian
ekosistem;

d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan
hidup;

f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa
depan;

g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup
sebagai bagian dari hak asasi manusia;

h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Selanjutnya pada bagian ketiga undang-undang tersebut dijelaskan
bahwa salah saru RPPLH yang harus disusun adalah RPPLH kabupaten/kota
yang disusun oleh bupati sesuai dengan kewenangannya yang diundangkan
sebagai produk hukum dalam bentuk peraturan daerah kabupaten/kota.
RPPLH kabupaten disusum berdasarkan RPPLH provinsi, inventarisasi tingkat

pulau, dan inventarisasi tingkat ekoregion. Selanjutnya dijelaskan bahwa
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RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPIM).
Dalam penyusunan RPPLH harus memperhatikan beberapa faktor,

yakni sebagai berikut :

Keragaman karakter dan fungsi ekologis;
Sebaran penduduk;

Sebaran potensi sumber daya alam;
Kearifan lokal;

Aspirasi masyarakat; dan

~ 0 o0 T oW

Perubahan iklim.

Rencana yang dimuat dalam RPPLH, sesuai dengan peraturan yang
berlaku adalah sebagai berikut :
1. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan
hidup;
3. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian
sumber daya alam; dan

4. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pada tanggal 11 November 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE. 5/Menlhk/PKTL/
PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan RPPLH provinsi dan kabupaten/kota yang
meminta Gubernur, Bupati/Walikota untuk menyusun RPPLH untuk jangka
waktu 30 tahun. Surat edaran ini juga dilengkapi dengan pedoman umum
dalam menyusun RPPLH. Surat edaran menteri lingkungan hidup dan
kehutanan ini menjadi panduan dalam penyusunan dokumen RPPLH
Kabupaten Kepahiang untuk jangka waktu 2022-2052, baik teknik ataupun

tahapan-tahapan penyusunannya.
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A.1. Posisi RPPLH Kabupaten Kepahiang

RPPLH dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah semakin
nyata memberi gambaran mengenai pengelolaan lingkungan. Pembangunan
wilayah saat ini cenderung memandang pengelolaan lingkungan sebagai
upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sudut pandang
ini sangat sempit mengingat pengelolaan lingkungan itu merupakan konsep
yang luas. Definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup
upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

1. RPPLH Kabupaten Kepahiang memiliki posisi yang sangat strategis
dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan wilayah, yakni :

2. RPPLH Kabupaten Kepahiang adalah perencanaan tertulis yang memuat
potensi, persoalan lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan
pengelolaanya dalam kurun waktu 2022-2025.

3. Penyusunan RPPLH Kabupaten Kepahiang merupakan mandat Undang-
Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup junto Undang Undang No. 11 tahun 2021 tentang
Cipta Kerja, yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. RPPLH Kabupaten Kepahiang merupakan perencanaan yang
diharapkan dapat mengatur upaya penyelesaian masalah lingkungan
hidup.

5. RPPLH Kabupaten Kepahiang mengarahkan kepada upaya-upaya
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diharapkan dapat
diadopsi dan di implementasikan oleh Pemerintah Daerah dalam
penyusunan program-program pembangunan sektoral dan daerah yang

ramah lingkungan.
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Gambar 1. Keterkaitan antara RPPLH dan RPJP dan RPIJM

Posisi RPPLH diatur dalam Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana RPPLH
dalam sistem perencanaan pembangunan menjadi dasar penyusunan dan
dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana
pembangunan jangka menengah. Mengingat materi muatan RPJP maupun
RPJM sangat luas, maka RPPLH menjadi satu keharusan terutama dengan
materi muatan RPJP dan RPIJMD yang berkenaan dengan perlindungan
lingkungan hidup.

Pada dasarmya perencanaan pembangunan di Indonesia dijabarkan
dalam dua sistem rencana yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Sistem Rencana Penataan Ruang. Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPIM).
Rencana Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang berupa rencana
umum dan rencana rinci. Rencana pembangunan menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Penataan Ruang dan demikian pula sebaliknya.
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Berdasarkan hal tersebut, RPPLH memilki keterkaitan yang sangat erat
dengan Rencana Penataan Ruang terutama terkait dengan adanya rencana
pemanfaatan ruang. Rencana penataan ruang atau RTRW adalah mengatur
bagaimana memanfaatkan ruang atau dalam artian luas adalah lingkungan,
RPPLH memberikan informasi, arahan maupun acuan sebagaimana
seharusnya lingkungan dimanfaatkan/dikelola dengan baik agar tetap terjaga
kualitasnya.

Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga
mengatur, RTRW Kabupaten/Kota disusun salah satunya dengan
memperhatikan RPJP Kabupaten/Kota yang dilandasi oleh RPPLH. Dengan
kata lain, RPPLH seharusnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan RTRW
Kabupaten/Kota sehingga pemanfaatan ruang yang direncanakan didasarkan
sesuai dengan karakteristik ekoregionnya. Ditinjau dari sistem perundang-
undangan nasional, RPPLH Kabupaten/Kota memilki kedudukan yang setara
dengan RPJPD, RPJMD, RTRW kabupaten/kota karena RPPLH diatur dengan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

A.2. Peran RPPLH Kabupaten Kepahiang

a. Dari sisi perencanaan pembangunan wilayah, RPPLH Kabupaten
Kepahiang merupakan rencana yang bersifat lebih umum dan lintas
sektoral dari perencanaan sektor lainnya.

b. RPPLH Kabupaten Kepahiang menjadi dasar dan serta menjadi
masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan
pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan
sumberdaya alam lebih terkontrol.

c. RPPLH Kabupaten Kepahiang menjadi dasar dari kerangka perencanaan
pembangunan wilayah dan materi muatannya menjadi acuan dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah
(RPJP/RPIM).
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d. Muatan RPPLH Kabupaten Kepahiang menjadi bahan masukan utama
dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan yang
pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perencanaan daerah.

e. RPPLH Kabupaten Kepahiang juga merupakan acuan bagi pemerintah
daerah dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan sumber daya
lainnya yang lebih spesifik, seperti pengelolaan sampah, pengelolaan

air, pengelolaan pertanian, pengelolaan perkebunan, dsb.

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Kepahiang tahun 2005-2025 terdapat beberapa permasalahan pembangunan
daerah jangka panjang yang diangkat untuk dipertimbangkan dalam agenda
pembangunan 20 tahun kedepan. Permasalahan tersebut adalah : sumber
daya manusia, kemiskinan dan ketimpan sosial dan masyarakat, sarana dan
prasarana/infrastruktur, birokrasi dan tata kelola, pertumbuhan ekonomi dan
investasi, penggunaan lahan dan keterisoliran, mitigasi bencana, kebudayaan
dan pariwisata dan produk unggulan. Berdasarkan kondisi eksisting dan
tantangan yang akan dihadapi dalam tahun-tahun mendatang serta dengan
mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan
Jangka Panjang Kabupaten Kepahiang Tahun 2005-2025 adalah : “Masyarakat
sejahtera, adil, dan demokratis yang bertumpu pada sumber daya manusia
yang berkualitas tinggi dan perekonomian yang kokoh yang berbasis
agroindustri dan agrowisata”

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Kepahiang Tahun 2005-2025, maka
ditempuh melalui misi pembangunan sebagai berikut :

1. Menerapkan pelaksanaan pemerintah yang bersih dan berwibawa;

2. Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan dan menjamin
tegaknya supermasi hukum;

3. Melaksanakan pembangunan ekonomi dengan skala prioritas untuk
kesejahteraan masyarakat;

4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM);
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5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk meningkatkan
akses masyarakat terhadap pelayanan dasar;

6. Memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) secara optimal
dan berkelanjutan berbasis agroindustri terpadu dan agrowisata;

7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berkeadilan serta

membangun kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan

RPIJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 merupakan RPIJMD
keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2005-
2025. Agenda pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang selama
periode 2005-2025 pada periode IV Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan
Kepahiang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Penggalian isu strategis daerah tidak bisa lepas dari kerangka acuan
perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Kepahiang
Tahun 2005-2025, Salah satu prioritas pembangunan RPIJPD Kabupaten
Kepahiang tahap keempat adalah Pemantapan kualitas kehidupan sosial yang
berlandaskan agama dan budaya daerah yang harus berlandaskan agama dan
budaya daerah yang harus menjadi landasan pembangunan, baik dalam
pembangunan SDM, ekonomi, pemerintah, politik dan hukum maupun
pengelolaan lingkungan hidup tata ruang.

Isu strategis dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kepahiang
pada RPJM tahun 2021-2026 adalah :

1. Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Tingginya Angka

Kemiskinan.

2. Masih Belum Berkualitasnya Tata Kelola Kepemerintahan dan

Pemerintahan Desa, dan belum Efektifnya Reformasi Birokrasi.

3. Masih Terbatasnya Infrastruktur, Tingginya Risiko Bencana, dan belum

Optimalnya Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan.

4. Belum Terwujudnya Kemajuan dan Transformasi Struktural

Perekonomian Daerah.
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B. Tujuan dan Sasaran RPPLH

Penyusunan RPPLH dimaksudkan untuk memberikan arahan
pelaksanaan pembangunan dengan melindungi dan mengelola sumber daya
alam dan lingkungan hidup demi keberlangsungan kegiatan pembangunan itu
sendiri dengan tujuan sebagai berikut :

a. Merencanakan pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam;

b. Merencanakan pemeliharaan dan/atau perlindungan kualitas dan/atau
fungsi lingkungan hidup;

c. Merencanakan pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan
pelestarian sumberdaya alam; dan

d. Mempersiapkan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

RPPLH memberikan arahan, kebijakan serta program selama 30 tahun
ke depan (2024-2054) dalam menanggulangi isu pokok atau masalah-masalah
lingkungan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Kepahiang dengan sasaran
sebagai berikut :

a. Mencegah dampak dan resiko kerusakan lingkuingan sejak dini serta
memberikan target dan visi daya dukung dan daya tampung lingkungan
yang diinginkan ke depan;

b. Terjaganya kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung
bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran,
pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian
perubahan iklim;

c. Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk
kelangsungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui
penjagaan DAS dan sumber mata air serta menjaga daya dukung fisik

ruang wilayah serta kualitasnya.
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C. Kerangka Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kepahiang tahun 2024-
2054 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya
Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 6 Tahun 2023
tentang Penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 6
Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana
telah diubah Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU
Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Derah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan.

13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung;

14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu tahun 2012-2032.

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi
Bengkulu tahun 2022-2052.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No. 08 tahun 2012 tentang Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No. 05 tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang
tahun 2005-2025.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No. 3 tahun 2021 tentang
Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) Kabupaten
Kepahiang, tahun 2021-2026.

19. Surat Edaran Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Provinsi dan Kabupaten/Kota
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D. Pengertian

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang.

4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

5. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk
memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup.

6. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan
dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam

bentuk geospasial dan nongeospasial.

7. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim,
tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam
yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

8. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis
dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
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